LTS

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Natuna tentang Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna,
maka perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan
dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/atau
anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Natuna
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
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Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonsia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539};
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Menetapkan :

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN
DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS DAN
ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 35
Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

Pasal 4 dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Pelaksana Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan pejabat berwenang dan wajib dilengkapi
dengan:
a. Surat Tugas; dan

b. Surat Perjalanan Dinas.
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Setiap Surat Tugas berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih
dan Surat Perjalanan Dinas berlaku untuk 1 (satu) orang.
Persetujuan Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan Camat atau pejabat setingkat eselon III di

Kecamatan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi:
1. Kepala Desa;

Perangkat Desa;

BPD; dan

-l

Pimpinan/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b. Persetujuan Kepala Desa untuk Perjalanan Dinas Dalam

Daerah bagi:

1. Kepala Desa;

2. Perangkat Desa; dan

3. Pimpinan dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan
Desa.

Persctujuan Ketua BPD untuk Perjalanan Dinas Dalam

Daerah bagi pimpinan dan/atau anggota BPD.

Persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan  dibidang

pemberdayaan masyarakat desa, khusus untuk

pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan

seminar, pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis diluar

Daerah bagi:

1. Kepala Desa;

. Perangkat Desa;

L o

. Pimpinan/Anggota BPD; dan

A

. Pimpinan/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas komponen-
komponen sebagai berikut:
a. Uang Harian;
b.

biaya transportasi; dan

biaya penginapan.



(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a,

diatur sebagai berikut:

4.

meliputi uang saku, uang makan dan uang transpertasi
lokal;

untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti
kegiatan  seminar, rapat, pendidikan/pelatihan,
bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya kosumsi
ditanggung panitia penyelenggara, Uang Harian
dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti
kegiatan  seminar, rapat, pendidikan/pelatihan,
bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya kosumsi
dan akomodasi ditanggung panitia penyelenggara, Uang
Harian dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
dan

untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti
kegiatan  seminar, rapat, pendidikan/pelatihan,
bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya kosumsi,
akomodasi dan uang saku ditanggung panitia
penvelenggara, Uang Harian dibayarkan scbesar 30%

(tiga puluh persen).

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas:

a. Satuan biaya tiket perjalanan dinas;

b.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dari
tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya
terminal ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan;
Biaya bagasi penumpang untuk maskapai yang
bagasinya berbayar; dan

Biaya pemeriksaan kesehatan yang dipersyarakan

dalam perjalanan Dinas.

(4) biaya transportasi perjalanan dapat dilaksanakan melebihi

besaran standar sepanjang didukung dengan ukti

pengeluaran riil.

(5) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat

melampirkan bukti pengeluaran riil, maka pengeluaran
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atas biaya taksi dapat diperhitungkan dalam daftar

pengeluaran riil.

(6) Bagi desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan

ransportasi khusus diberlakukan:

a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan luar daerah alat

transportasi dapat menggunakan sistem carter/sewa
dengan ketentuan apabila wilayah tersebut tidak tersedia
transportasi umum dan/atau terjadwal; dan

Pclayanan transportasi sebagaimana huruf a diperkuat

dengan keterangan tertulis dari Camat setempat.

(7) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut dengan

mempertimbangkan efesiensi dan rasionalitas dilaksanakan

secara rimbingan bagi personil tim dalam surat tugas

perjalanan dinas.

(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel,

dan/atau ditempat menginap ditempat lainnya.

(0) Dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak

menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada

ayat {6} berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen] dari standar
biaya penginapan; dan

biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayarkan secara Lumpsum.

Ketentuan Pasal 7 ayat {1} dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7
Dihapus.
Biaya transportasi utama angkutan darat, laut udara
dan/atau angkutan sewa/carter sebagaimana dimaksud
Pasal 6 ayat (1) huruf b dan biaya penginapan/hotel
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dibayarkan

sesuai dengan bukti biaya riil {at cost).
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Pasal 8 dihapus.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 9

Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka

konsultasi/koordinasi ke Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota

dalam provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari bagi Desa-desa
di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran DBarat,
Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur
Laut, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat dan
Bunguran Batubi terhitung sejak keberangkatan dari
Desa masing-masing, kecuali Desa Selaut, Desa Seluan
Barat dan Desa Kelarik Barat;

b. dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari bagi Desa Selaut,
Desa Seluan Barat dan Desa Kelarik Barat;

c. dilaksanakan paling lama 7 (tujuh} hari bagi Desa-desa
di Kecamatan Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi,
Pulau Laut dan Suak Midai terhitung sejak
keberangkatan dari Desa masing-masing.

Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka

konsultasi/koordinasi ke Kabupaten Natuna dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling lama 7 (tujuh) hari bagi Desa-desa di Kecamatan
Midai, Serasan, Serasan Timur, Subi, Pulau laut dan
Suak Midai terhitung sejak keberangkatan dari Desa
masing-masing.

b. paling lama 3 (tiga) hari bagi Desa-dcsa di Kecamatan
Bunguran Utara kecuali Desa Teluk Buton, Pulau Tiga,
dan Pulau Tiga Barat terhitung sejak keberangkatan dari
Desa masing-masing, kecuali Desa Selaut, Desa Seluan
Barat dan Desa Kelarik Barat.

c. paling lama 4 (empat) hari bagi Desa Selaut, Desa Seluan

Barat dan Desa Kelarik Barat.
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(3] Khusus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan
sejenisnya, jumlah hari penugasan mengikuti undangan
atau jadwal dari penyelenggara dan/atau menyesuaikan

jadwal transportasi reguler.

Pasal 10 dihapus.

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016
tentang tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 35) sehagaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Joaucd! J022

% F A
BUPATLNATUNA,

P

Diundangkan di Ranai -
pada tanggal 3 JCMUD‘” 2092

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR |04
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A. FORMAT SURAT TUGAS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR [g TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA
PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA.

KEPALA DESA

....................

Menimbang

Kepada

1. Nama
NIP/NIAP
Jabatan

2. DB

Untuk
Tujuan
Tanggal berangkat

Tanggal kembali

Demikian Surat

Tugas

SURAT TUGAS

NOMOR : ......

MEMERINTAHKAN:

ini diberikan

untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di .....ccoeeveenvene.
pada tanggal .......cccuneee...

Kepala Desa,

Nama Lengkap,



P

B. FORMAT LAPORAN PERJALAN DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECANATAN o
KANTOR KEPALA DESA .. .cocveiiiiiiiiiinians
\I].u -----------------------------

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada R
Dari S T
SR —

Tanggal - —
Lampiran :
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka ............cooe. B simnsanision
I.  TUJUAN

Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk .....ccevviiiiiiiinian

iI. Dasar Pelaksanaan

III. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dilaksanakannya perjalanan dinas ini di .cocoeiiiiin.. pada tanggal

IV. Hasil

Ll

Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana

peﬂunya
Yang melaksanakan Tugas
=]



C. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN .. ...

KANTOR KEPALA DESA ................

Tl ssevmmes smwsnmsssummaanns

DAFTAR PENGELUARAN RITL
.Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

NIP/NIPD

Jabatan

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor © coovociiaiiinan... - tERgEal s , detigain
ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

i. bBiaya transporias: pegawal danjatau penginapan di bawah 1 yang tdak dapat
diperoleh bukti-bukli pengeluarannya, mehputi :

| No Uraian Jumlah (Rp)

SIENENIS

_MLAY oy

2. Jumiah vang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
, perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian har terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bendahara

atau Kas Dosa.

| Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

F e R AR 20
Mengeiahui/ Menyetujui ¢
KepalaDesa ccocovvevnnen. = Penerima,

TEsseEREASEEARaSsRRRNman . sssssnsssasa asmssanss
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UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Kepala Desa/BPD /Perangkat

NO URAIAN SATUAN | Desa/Anggota Lembaga ;
| Kemasyarakatan |
1 I F-_éi‘f;ﬂ;inaz‘ Dalam Daerah
II Kabupaten Natuna | | .'
| Kecamatan Bunguran Timur Ol Rp370.GC0,00
5 Kecamatan Bunguran Baral OH | o NRPS’TO.OOO,OO _
}»_ | Kecamatan Serasan OH . RpS?G.GG("}“,UG
| Kecamatan Midai ' OH | RpS?0.00f),O-O
Kecamatan Pulau Laut - OH Rjﬁ?{" 000,00 :
:‘ Kecamatan Subi ; OH ! o Rp370.000,00
‘ Kecamatan Bungui‘m Timur | OH RpST0.0-O'(-),O(J
Laut
i Kecamatan Bunguran Utara | OH Rp370.000,00
‘ : Kecamatan Bunguran Selatan OH . R})?)?IO.OOO,OO
\ Kecamatan Bunguran Tengah | OH | Rp370.000,00
i Kecamatan Bunguran Batubi ‘ ~ OH - Rp370.000,00
Kecamatan Suak Midai ’ OH Rp370.000,00
j Kecamatan Serasan Timur li OH RpS?0.000,00
N Kecamatan Pulau Tiga B OH RpS?0.000,dO
Kecamatan Pulau Tiga Barat ~ OH  Rp370.000,00
2 | Perjalanan  Luar Daerah
Kabupaten Natuna
| Provinsi Aceh | OH | Rp360.000,00
Provinsi Sumatera Utara _ OH ' Rp370.000,00 -
” T Broving Bt om0 Rp370.000,00
" Provinsi Kepulauan Riau Toll ~ Rp370.000,00
Provinsi Jambi OH Rp370.000,00
' Provinsi Sumatera Barat i OH . RpSIS{).OOO,OO
Provinsi Sumatera Selatan OH Rp380.000,00
L Provinsi Lampung OH N Rp380.000,00
| Provinsi Rengkulu OH ~ Rp380.000,00
| Provinsi Bangka Belitung_ | OH Rp410.000,00 |




| Provinsi Banten - OH Rp370.000,00
Provinst Jawa Barat OH Rp430.000,00 ]
| Provinsi DKI Jakarta - OH Rp530.000,00
Provinsi Jawa Tengah OH Rp370.000,060
| Provinsi DI Yogyakarta OH Rp420.000,00
Provinsi Jawa Timur i OH Rp410.000,00 _
| Provinsi Bali 1 OH Rp4f_§t).000,00 II
' Provinsi Nusa Tenggara Barat | OH Ep440.000,00 '
_ Provinsi Nusa Tenggara Timur | OH Rp430.000,06
; Provinsi Kalimatan Barat OH Rp380.0@0;06 A
Provinsi Kalimantan Selatan OH RpSSO.OIOOQOO :
| Provinsi Kalimantan Tengah |  OH Rp360.000,00
| Provinsi Kalimantan Timur OH R-p430.000,00
| Provinsi Kalimantan Utara ; OH 1%_1:)430.000,00 |
Provinsi Gorontalo OH Rp370.000,00
" Provinsi Sulawesi Barat OH T Rp410.000,00
| Provinsi Sulawesi Selatan OH 1{p430.-0-50,00
Provinsi Sulawesi Tengah OH  Rp370.000,00
" Provinsi Sulawesi Tenggara | OH Rp380.000,00
Provinsi Maluku o ; OH Rp380.000,00
| Provinsi Maluku Utara OH Rp430.000,00
| Provinsi Papua - OH : “i;?b-SS0.000,00
Provinsi Papua Barat OH Rp480.000,00
“Perialanan Dalam Daerah dibawah | Rp75.000.00 !
perjalanan 8 jam (Pulang-Pergi) | |
dan/atau tanpa penginapan } \I

Perjalanan dinas di dalam negeri vang kurang dari 8 (delapan) jam
hanva dapat diberikan uang transportasi lokal.

Adapun desa-desa vang melalukan perjalanan dinas dalam negeri ke ibu kota
Kabupaten Natuna dalam rangka konsultasi dan koordinasi dibawah delapan
8 (delapan) jam adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur,
Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan
Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Batubi, Desa Teluk Buton, Desa

Mekar Jaya, Desa Pian Tengah, dan Desa Binjai.
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BIAYA PENGINAPAN/HOTEL

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Kep_aia”
Desa/BPD/Perangkat
NO Nama Tempat Satuan Desa/Anggota Lembaga
Kemasvarakatan
| | (Rp) |
Dalam Daerah ;
1 | Bunguran Timur QOrang Hari o B 380.000 |
C-E__I-“Bunguran Barat Orang Hari 258.000
3 | Midai Orang Hari 258.000
4 | Serasan Orang Hari 170.000
5 [ Serasan Timur Orang Hari 170.000 |
6 | Subi Orang Hari 170.000
7 | Bunguran Utara Orang Hari I N 200.000
8 | Pulau laut Orang Hari ~192.000
9 Pulau Tiga Orang Hari 192.000
10 i: Bunguran Tengah . ' Orang Hari 192.000 |
11 | Bunguran Timur Laut ) Or‘ang Hari 192.000 l!
12 Bunguran Selatan F Orang Hari 192.000 |
13 | Bunguran Batubi Orang Hari 192.000
14 | Suak Midai Orang Hari 258.000
15 | Pulau Tiga Barat Orang Hari 192.000
: Luarl Daerah -
1 | Tanjung Pinang Orang Hari 650.000
2 | Batam ' Orang Hari 650.000
3 | Jakarta Qrang Hari 7T50.000
4 | Bandung Orang Hari 650.000
5 Yog}? carta Oraﬂg Hari 650.000
Orang Hari -

6 | Lampung
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SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI MENGGUNAKAN PESAWAT TERBANG

i' 'Kepala Desa/BPD /Perangkat|
ll Desa/Anggota Lembaga
No Daerah Tujuan Satuan Kemasyarakatan
_ (Rp)

T DRI Jakarta oT 7.104.090,00 |
2 Tanjung Pinang Gt 4.246.620,00
3 | Batam a OT 3.767.190,00
El Riau /Pekanbaru - OT 10.397.1006,00

5 Sumatera Utara o - 5.997.600,060

6 Nanggro Acen Darusalam OT 9 347.310,00
7 | Jambi - OT 5.550.000,00
g Sumatera Barat oT 5E.58G6.4720.00
9 Sumatera Selatan o1 5.609.520,00

10 | Lampung :_ OT B 7.100.000,00 |

TT | Bengkulu —oor 7.250.000,00 |
12 Bangka Belitung oT 7.360.000,00
13 | Banten B oT 7.104.090,00

14 Jawa Barat oT 6.646.710,00 |
15 [ Jawa Tengah oT 8.798.580,00

1o D.1. Yogyvakarta o | OoT 9.073.470,00
17 | Jawa Timur ! oT 8.010.600,00
18 | Bali oT . 8.580.000,00
19 | Nusa Tenggera Barat oT 9.514.680,00
20 | Nusa Tenggara Tirmur | oT T 13.176.030,00
21 | Kalimanian Barat OT 5.086.050,00
22 | Kalimantan Tengah OT 11.496.660,00
_____ 23 Kalimantan Selatan or 9.389.940,00
24 Kalimantan Timur oT 12.955.530,00
25 [ Sulawesi Utara j OT 13.132.140,00
26 | Gorontalo [ OT 13.001.730,00
27 | Sulawesi Barat oT 9.281.370,00
28 Sulawesi Selatan - OT - 10.907.610,00
20 [ Sulawesi Tengah ar 11.496.660,00
30 | Sulawesi Tenggara OT 1 12.045.440,00
31 | Maluku OT 14.136.990,00
2] Maluku Utara OoT 15.695.000.00
33 | Papua OT 17.785.100,00

34 | Papua Barat | OT . 15.721.650,00 |




SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI AIR

j =
| No Tujuan J! Satuan Harga (Rp)
| 1 | Ranai-dekaita I OT 1.420.000,00
2 | Ranai-Pontianak 3 OT 680.000,00
3 | Ranai-Tanjung Pinang OT 820.000,00 |
|4 | Ranai-Serasan oT 298.000,00 |
| 5 | Ranai-Serasan Timur or - 318.000,00 |
6 | Ranai-Midai OoT 250.000,60
7 | Ranai-Tarempa oT 340.000,00
8 | Ranai-Letung OT 460.000,00 |
$ | Ranai-Pulau Laut (Ferry] oT 375.000,00 |
10 | Ranai-Pulau Laut (Perintis) Or 375.000,00
' 11 | Ranai-Subi (Ferry]) | oT 375.000,00
12 | Ranai-Subi (Perintis) | OT 375.000,00
13 | Ranai-Sedanau {Ferry) oT 170.000,00 |
14 | Ranai-Sedanau (Perintis} T 137.500,00 |
15 | Ranai-Kelarik oT 150.000,00 |
16 | Ranai-Pulau Tiga OT 170.000,00
17 | Ranai-Pulau Tiga Barat oT 170.000,00
18 | Ranai-Seluan oT 225.000,00 |
' 19 | Ranai-Pulau Pajang oT 675.000,00 !
| 20 | Ranai-Suak Midai or 250.000,00 |
21 | Ranai-Pelabuhan Penagi oT ES0.000,00_i
| 22 | Ranai-Bandara oT 120.000,00
| 23 | Ranai-Selat Lampa oT ~120.000,00
24 | Ranai-Binjai ] - oT ~ 706.000,00
| 25 | Antar Kabupaten {diluar propinsi Kepri) OT 1.725.000,00 |
| 26 | Kabupaten-Kecamatan dalam Propinsi orT 1.150.000,00
Kepri _ |
27 | Kecamatan-Desa (Angkutan Laut Min. Tim 2.500.000,00
1/2 jam] | - | :
28 | Kecamatan-Desa (Angkutan Darat Min. Tim 1.500.000,00
1 jam) ! |

Standar Biaya Transportasi tiket termasuk tiket transportasi penghubung dari

bandara/pelabuhan ke tempat tujuan, seperti biaya tiket penyeberangan kapal

very dari batam menuju tanjung pinang atau daerah tujuan lainnya.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan

melebihi besaran standar biaya

tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri

sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).



SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

_20-

No Provinsi Besaran Satuan
_(Rp)
1 ) 2 3 4
1 | Aceh | Orang/Kali 123.000,00
2 Sumatera Utara Orang/Kali 232.000,00
3 Riau Orang/Kali 94.000,00
% Kepulauan Riau Orang/Kali 137.000,00 |
5 Jambi Orang/Kali 147.000,00
6 Sumatera Barat Orang/Kali 190.000,00
7 Sumatera Selatan Orang/Kali 128.000,00
8 Lampung Orang/Kali 167.000,00 |
9 Bengkulu ) Orang/Kali 109.000,00
10 Bangka Belitung Orang/Kali 90.600,00
11 | Banten Orang/Kali 446.000,00
12 | Jawa Barat Orang/Kali 166.000,00
13 D.K.l. Jakarta Orang/Kali 256.000,00
i4 Jawa Tengah Orang/Kali 75.000,00
15 D.1. Yogyakarta Orang/Kali 118.000,00 |
16 Jawa Timur Orang/Kali 194.000,00 |
17 Bali Orang/Kali 159.000,00
18 Nusa Tenggara Barat Orang/Kali 231.000,00
19 Nusa Tenggara Timur Orang/Kali 108.G00,00
20 | Kalimantan Barat . Orang/Kali . 135.000,00
21 | Kalimantan Tengah Orang/Kali 111.000,00
22 Kalimantan Selatan Orang/Kali 150.000,00
23 | Kalimantan Timur Orang/Kali 450.000,00
24 Katimantan Utara Orang/Kali 102.000,00
25 Sulawesi Utara Orang/Kali 138.000,00
26 Corontalo § Orang/Kali 240.000,00
ay Sulawesi Barat | Orang/Kali 313.000,00
28 | Sulawesi Selatan Orang/ Kali 145.000,00
29 | Sulawesi Tengah Orang/Kali 165.000,00
30 | Sulawesi Tenggara Orang/Kali 171.000,00
31 | Maluku _Orang/Kali | 240.000,00
32 Maluku Utara Orang/Kali 215.000,00 |
33 Papua Orang/Kali 431.000,00
34 Papua Barat Orang/Kali 182.000,00 |




